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BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN

NOMOR 56 TAHUN 2015

=====================================================
PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 56 TAHUN 2015
TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR PENGANGGARAN, PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA PENDIDIKAN 
KABUPATEN TABANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,
	Menimbang
	:
	bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 115 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tabanan yang menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Sistem dan Prosedur Penganggaran, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Dana Pendidikan Kabupaten Tabanan;


	Mengingat
	:
	1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukkan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-UndangNomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 4503);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3) sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2014 tentang  Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 8);


	
	
	MEMUTUSKAN :



	Menetapkan 
	:
	PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGANGGARAN, PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA PENDIDIKAN KABUPATEN TABANAN.


BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan.
5. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tabanan.
6. Perangkat Daerah adalah organisasi/ lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Lembaga Teknis Daerah, Dinas Daerah dan Kecamatan.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Bagian Keuangan pada Seretariat Daerah Kabupaten Tabanan yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Pendapatan Dana Pendidikan adalah penerimaan dalam bentuk kas yang diperoleh baik dalam fungsinya memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat di Kabupaten Tabanan maupun yang bersumber dari BOS, dana bantuan sosial, dan sumbangan/ hibah/ donasi pihak ketiga.
9. Bantuan Operasional Sekolah  adalah dana yang digunakan terutama untuk biaya non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan petunjuk teknis Pengelolaan Dana BOS.

10. Dana Bantuan Sosial adalah penerimaan yang berasal dari APBD Provinsi Bali, dan APBN, serta subsidi lainnya yang sah.
11. Sumbangan/ donasi pihak ketiga adalah sejumlah dana yang diperoleh dari donator/ pihak ketiga tanpa adanya ikatan yang dapat merugikan daerah.
12. Fleksibilitas adalah keleluasaan untuk melaksanakan anggaran, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan pada umumnya yaitu dapat melampaui atas anggaran belanja. 
13. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya di singkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya di singkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
15. Surat Permintaan Pengesahan yang selanjutnya di singkat SP2 adalah surat permintaan pengesahan atas realisasi pendapatan dan Belanja Dana Pendidikan.
16. Pengawasan adalah proses yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Tabanan  yang berupa identifikasi masalah, analisis dan evaluasi yang dilakukan secara obyektif dan profesional berdasarkan standar audit untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas dan keandalan informasi tentang pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Dana Pendidikan.

BAB II
ASAS UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
Bagian Pertama

Asas Umum

Pasal 2

(1) Dana Pendidikan dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabanan.
(2) Anggaran Dana Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dan disusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga.
(3) Penyusunan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)  memuat pendapatan dan belanja Dana Pendidikan.
(4) Penyusunan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada Petunjuk Teknis Dana Pendidikan.
Bagian Kedua

Anggaran Pendapatan dan Belanja

Pasal 3
(1) Pendapatan dan belanja  yang dianggarkan adalah nilai total pendapatan dan belanja dalam menjalankan kegiatan.
(2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan salah satu komponen dalam Pendapatan Daerah Kabupaten Tabanan.
(3) Belanja sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah seluruh pengeluaran dari rekening kas Dana Pendidikan.
(4) Belanja sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dirinci dalam satu program, satu kegiatan, satu output dan dalam jenis belanja yang dirinci satu obyek belanja dan satu rincian obyek belanja.
(5) Struktur dan sistematika Anggaran Pendapatan dan belanja  sebagaimana dimaksud Ayat (1) mengikuti sistem yang berlaku dalam APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan.
Bagian Ketiga

Pendapatan

Pasal 4
Pendapatan Dana Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a bersumber dari :

a. BOS;
b. Bantuan Sosial;

c. Sumbangan Pihak ketiga; dan
d. lain-lain pendapatan Dana Pendidikan yang sah.
Pasal 5
Lain-lain pendapatan Dana Pendidikan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d antara lain:
a. jasa giro; dan
b. pendapatan bunga.
Bagian Keempat

Belanja

Pasal 6
(1) Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) merupakan kewajiban Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
(2) Pengelolaan belanja Dinas Pendidikan yang bersumber dari Dana Pendidikan, diselenggarakan berdasarkan petunjuk teknis dan fleksibelitas.
(3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)  ditetapkan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tabanan dan dilaporkan kepada Bupati.
(4) Belanja Dana Pendidikan dilaporkan sebagai belanja Pemerintah Daerah.

BAB III

PENGANGGARAN

Pasal 7
(1) Kepala Sekolah Menyusun rencana pendapatan dan belanja dana Pendidikan, untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga.
(2) Berdasarkan Rencana pendapatan dan Belanja Dana Pendidikan tersebut pada ayat (1), Kepala SKPD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga menyusun Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD).
(3) Rencana pendapatan Dana Pendidikan dianggarkan dalam kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, Jenis Dana Pendidikan, Obyek Dana Pendidikan dan rincian Obyek Dana Pendidikan Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
(4) Rencana Belanja Dana Pendidikan dianggarkan dalam kelompok belanja langsung dan diuraikan dalam jenis, obyek, dan rincian obyek belanja.
(5) RKA-SKPD Dinas Pendidikan Pemuda, dan Olah Raga sebagaimana dimaksud Ayat (2) dipergunakan sebagai bahan penyusunan Peratuaran Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.
(6) Mekanisme pengajuan anggaran Dana Pendidikan mengikuti mekanisme penyusunan APBD.

BAB  IV

PENATAUSAHAAN
Bagian Pertama
Pengguna Anggaran

Pasal 8
(1) Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga bertindak sebagai Pengguna Anggaran yang bertanggungjawab atas tertibnya penatausahaan anggaran Dana Pendidikan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
(2) Dalam penatausahaan anggaran, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga menunjuk Pengelola Keuangan Dana Pendidikan disetiap Sekolah.
(3) Pengelola Keuangan Dana Pendidikan bertanggungjawab secara formal dan material atas pendapatan dan Belanja Dana Pendidikan.

Bagian Kedua
Pendapatan
Pasal 9
(1) Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, disetor dan disimpan pada rekening kas Dana Pendidikan pada bank umum yang sehat serta dicatat sebagai bagian dari Kas Daerah.
(2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada    ayat (1) disetor setiap hari ke rekening kas Dana Pendidikan kecuali hari libur.

(3) Rekening Dana Pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan bagian dari rekening BUD.

(4) Pendapatan sebagai mana dimaksud pada Ayat (1) digunakan langsung untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan disekolah
(5) Pengelola Keuangan Sekolah mencatat dan  menyampaikan realisasi Pendapatan setiap triwulan kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
(6) Berdasarkan Laporan realisasi Pendapatan sebagaimana dimaksud Ayat (2) SKPD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga menyampaikan Surat Permintaan Pengesahan kepada PPKD.
(7) Dalam Hal Pendapatan Dana kependidikan tidak digunakan seluruhnya pada Tahun Anggaran Berkenaan, Dana pendidikan tersebut digunakan untuk Tahun Anggaran berikutnya.
Bagian Ketiga

Belanja
Pasal 10
(1) Seluruh Belanja dana kependidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Ayat (1) dibebankan pada Kas Dana Pendidikan.
(2) Pengelola Keuangan Sekolah mencatat dan  menyampaikan realisasi belanja setiap triwulan kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dengan melampirkan surat pernyataan tanggungjawab.

(3) Berdasarkan Laporan realisasi belanja sebagaimana dimaksud Ayat (2) SKPD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga menyampaikan surat permintaan pengesahan kepada PPKD.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 11
(1) Anggaran Pendapatan dan Belanja sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Ayat (1) disajikan dalam Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

(2) Setiap triwulan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban Dana Pendidikan dan laporan kas Dana Pendidikan kepada PPKD.
(3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud Ayat (2) merupakan satu kesatuan dengan laporan pertanggungjawaban SKPD.
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di  Tabanan

pada tanggal 12 Agustus 2015
PENJABATBUPATI TABANAN,

              TTD
I WAYAN SUGIADA
Diundangkan di Tabanan

pada tanggal 12 Agustus 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN
                  TTD
I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA
BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2015 NOMOR 56
952

